
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMiOR 255/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAITUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROGRAM PENDIDIKAN

STRATA SATU PROGRAM STUDIIMIANAJElⅥ [EN PADA

FAKULTAS EKONONII DAN BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA IⅦ ANADO

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang a bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomar L2 Tahun

1961 tentang Pemberian T\rgas Belajar dan Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 28 Tahun 2A2l tentang Pengembangan

Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur

Pendidikan, maka perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil

untuk mengikuti pendidikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Penunjukan Pegawai Tugas Belajar di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe Program Pendidikan Strata Satu Program Studi

Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Terbuka Manado;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

lf;In 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom*Rer,
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2A23 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 68971;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2Ol4 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di

Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2077 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor L7 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2A77

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom"rK\
6+771;
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Peraturan Pelm.erintah Nbr1lor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin PegaWai Nege五 Sipi(Leinbaran Negara Republik

lndOnesia   Tahun  2021  Nolm.or  202,Tarnbahan

Leinbaran Negara Republik lndonesia Nolmor 67 18);

Peraturan Presiden N01田 LOr 12 Tahun 1961 tentang

Pembe五an Tugas Bel可 ar(Lelmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1961 Nbimlor 234,Talmbahan Lernbaran

Negara Republik lndonesia Nolmor 2278);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nol■ or 6 Tahun

2022  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan

Pelm.erintah Noim.or 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil(Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

Nama : Imelda Sartika Budiman. A.Md.KP

Nip : 19811206 2AO7O1 2 005

Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Sub Bagian Frogram Keuangan

dan Pelaporan

Unit Kerja : Kecamatan Kendahe

Sebagai Pegawai T\rgas Belajar di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan

Strata Satu Program Studi Manajemen pada Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka Manado.

Menetapkan

KESATU

KEDUA Pegawai Ttgas Belqf ar sebagaimana diktum

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

KESATU
′ ち
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1. Hak:

a.PNSyangsedangmenjalanitugasbelajardiberikan
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat

mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan; dan

c. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan

sebagaimanadimaksudpad'ahurufb,tidakberhak
menuntutkenaikanpangkatyanglebihtinggikecuali
terdaPat formasi.

2. Kewajiban:

a.PNSwajibmenandatanganiperjanjianterkait
pemberiantugasbelajarsebelummelaksanakantugas

belajar;

b.Perjanjianterkaitpemberiantugasbelajarpaling
sedikit memuat:

1) subjek Perjanjian;

2) kesePakatan Para Pihak; dan

3) objek yang diperjanjikan, antara lain nama

perguruan tinggi, program studi dan akreditasi

program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar'

hakdankewajibanparapihak'konsekuensiatas
pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (force

majeur), d an penyelesaian sengketa'

c. Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran

kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b

angka 3), disusun d"engan mempertimbangkan sumber

Pend"anaan dan kedudukan PNS;

d.PNSyangtelahselesaimenjalanitugasbelajarwajib
melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari

kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar; dan

e.PNSyangmenjalanitugasbelajarbiayamandiriyang
tidak diberhentikan dari jabatannya' tidak wajtb4S

menjalani ikatan dinas'



KETIGA

KEEMPAT

KELI】√A

KEENAh/1
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PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak

diberhentikan dari jabatan dalam hal:

1. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan

2. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikarl yang

dijalani.

Jangka waktu tugas belajar selama 2 (dua) tahun.

Biaya pendidikan selama mengikuti perkuliahan sepenuhnya

dengan biaya mandiri.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. <+

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 22 September 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MI THUNGARI


